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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar yuridis perlunya persetujuan anak 
lain dalam pemberian hibah dan untuk mengetahui akibat hukumnya seandainya 
hibah tetap dilaksanakan tanpa persetujuan anak lain yang tidak menerima hibah 
di BPN khususnya di Badan Pertanahan Nasional Surakarta. Metode penulisan 
yang digunakan adalah normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum dalam 
pendaftaran tanah hibah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu deskripstif karena dimaksudkan untuk 
menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data yang digunakan 
meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan 2 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan 
metode studi kepustakaan dan dokumentasi dan pengumpulan data primer melalui 
metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
prinsipnya dalam pemberian hibah antara orang tua ke salah satu anaknya tidak 
diperlukan adanya persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan hibah tersebut. 
Karena orang tua bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga 
terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah kepada salah satu 
anaknya. Namun pemberian hibah dapat berkaitan dengan masalah perwarisan 
dan masalah lainnya. Untuk mencegah tuntutan dari anak lain yang tidak 
menerima hibah dari orang tuanya di kemudian hari, dalam praktek selalu 
disyaratkan adanya surat persetujuan dari anak-anak kandung yang tidak 
mendapatkan hibah. 
 




Purpose of the study is to know juridical basis of other children of a family in 
approving land donation and to know legal consequences if the land donation is 
still performed without any approval of other children who are not receiving the 
donation in National Land Agency, especially in Surakarta. The study is 
normative one because it investigates legal aspects in explaining data in-depth 
and detailed. Data of the study consists of primary and secondary data. The data 
was conducted in two stages, namely secondary data was collected through 
literature study and documentation, and primary data is collected by using 
observation and interview techniques. Results of the study indicated that 
principally, approval from other children who are not receiving donation is 
unnecessary when parent wants to donate to one of their children, because the 
parent is free to make legal action for their properties including giving it to one of 
their children. However, the donation can be associated with legacy matters or 
other. In order to prevent any legal claim from other children who had no 
received the donated property so, in practice, approval letter from blood brothers 
and sisters who are not receiving a donated property is required in the case of 
property donation. 
 




Tanah merupakan arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia.  
Hal ini dikarenakan bahwa negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa 
membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Bahkan pada sebagian masyarakat tanah 
dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena di sana terdapat simbol status sosial 
yang dimilikinya. 
Berdasarkan hak menguasai oleh negara dan mengingat sebagaimana 
tanah bagi manusia, maka penguasaan tanah diatur oleh Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang kemudian 
ditentukan macam-macam hak atas permukaan atas bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan mempunyai oleh orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. 
Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah 
UUPA No. 5 Tahun 1960 telah meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk 
melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi 
pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya, sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  
Hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah hak yang memberi wewenang 
kepada pemegang haknya untuk menggunakaan tanah dan atau mengambil 
manfaat dari tanah yang dihakinya.
1
 Selain hak-hak atas tanah juga ditentukan  
hak-hak atas air dan ruang angkasa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 Ayat 1. 
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Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan tanah khususnya yang 
berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah dan pengaturan 
dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan adil, diperlukan 
lembaga yang berhak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas 
tanah dan pelayanan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan tanah. Lembaga 
yang dimaksud adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).
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Salah satu tugas pemerintah yang dilakukan oleh BPN adalah 
melaksanakan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA No. 5 
Tahun 1960 Pasal 19 Ayat (1) adalah “Untuk menjamin kepastian hukum oleh 
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Selain 
UUPA juga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah.  
Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
negara atau pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan 
atau keterangan atau data tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya 
bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di 
bidang pertanahan, termasuk  penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.
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Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut ada hibah. Hibah adalah pemberian yang 
dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup 
dan pelaksanaan pembagiaanya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih 
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 Selain hibah ada juga hibah wasiat yaitu pernyataan kehendak seseorang 




Dalam prakteknya sering dijumpai pemberian hibah tanah dari orang tua 
kepada anak-anaknya atau kesalah satu anaknya. Pasal 1667 KUHPerdata yang 
berbunyi “Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang 
sudah ada pada saat penghibaan itu terjadi. Jika hibah itu mencangkup barang-
barang yang belum ada, maka penghibaan batal sekedar mengenai barang-barang 
yang belum ada”. 
Sesuai hukum yang berlaku maka pemberi hibah hanya dapat dilakukan 
oleh para pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan ia cakap melakukan 
perbuatan hukum tersebut. Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang 
berbunyi “Jika harta yang dihibahkan menyangkut harta bersama atau harta gono-
gini maka pemberian hibah yang bersangkutan harus disetujui oleh istri atau 
suami dari pihak yang menghibahkan”.  
Jika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, pada 
prinsipnya tidak diperlukan adanya persetujuan anak lainnya. Karena orang tua 
tersebut bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap 
harta kekayaaannya, termasuk pemberian hibah kepada salah satu anaknya.  
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tentang masalah hibah di Badan 
Pertanahan Nasional dipersyaratkan adanya persetujuan anak lain yang tidak 
menerima hibah, sehingga jika anak yang lain tidak diberi hibah tidak menyetujui 
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maka hibah tersebut tidak bisa didaftarkan, karena Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) tidak mau menjadi Tergugat di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan 
Agama sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak jika ada proses 
hibah yang tidak disertai persetujuan anak-anak yang lain yang tidak menerima 
hibah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tidak ada aturan yang 
menerangkan bahwa harus meminta persetujuan tanda tangan dari sang anak yang 
tidak menerima hibah tetapi dalam aturan Kantor Pendaftaran Tanah atau Badan 
Pertanahan Nasional diberlakukan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui dasar yuridis perlunya persetujuan anak lain dalam 
pemberian hibah di BPN khususnya di BPN Surakarta Nasional Indonesia 
khususnya di Badan Pertanahan Nasional Surakarta dan untuk mengetahui akibah 
hukumnya seandainya hibah tetap dilaksanakan tanpa persetujuan anak lain yang 
tidak menerina hibah. 
Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum adalah 
normatif yaitu metode penelitian yang melihat dari aspek hukumnya, yaitu bahwa 
hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan dibuat oleh Lembaga Negara yang berwenang atau hukum dikonsepkan 
sebagai kaidah atau norma yang ada dan merupakan patokan berperilaku manusia 
yang dianggap patut dalam menerapkan norma-norma yang ada.
6
 Dalam 
penelitian ini merupakan penelitian yang mencari aspek hukum dalam pendaftaran 
tanah hibah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dengan lokasi 
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penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta. Jenis penelitian adalah 
deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan, wawancara, dan 
studi kepustakaan. Metode analisis data disesuaikan dengan metode 
pendekatannya, yaitu kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dasar Yuridis Perlunya Persetujuan Anak Lain Dalam Pemberian Hibah di 
BPN Khususnya di BPN Surakarta 
Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan dan menganalisis satu 
kasus dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 09/Pdt.G/2011/Pn.Ska 
yang dimana bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta mengenai hibah telah 
sesuai dengan peraturan yang ada. Bahwa yang di mana sebelum  Muhammad Zed 
sebelum meninggal telah sakit fisik akan tetapi masih bisa diajak berkomunikasi 
dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Muhammad Zed Hedrah 
pada hari itu dengan membubuhkan cap ibu jari tangan kiri (oleh pada waktu itu 
menderita sakit dan tidak mungkin untuk membubuhkan tanda tangan) untuk 
dirinya sendiri selaku pemberi hibah/Pihak Pertama dan membubuhkan cap jari 
tangan kiri Muhammad Zed Hedrah yang bertindak untuk dan atas nama anaknya 
yang masih di bawah umur, yaitu Silvia selaku Penerima hibah/Pihak kedua dan 
dilakukan di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  
Menurut penjelasan Notaris Sri Wahyuni, SH yang juga menjadi turut 
tergugat memaparkan dalam pokok perkara yang dimana Silvia adalah anak 
kandung dari Muhammad Zed Hedrah dan telah diakui secara hukum mempunyai 
kedudukan sebagai anak sah, dan bahwa hibah yang dilakukan dengan akta nomor 
102/Pasar Kliwon/2005 tanggal 19 Juli 2005 di hadapan Notaris dan Pejabat 
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Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris oleh 
karena pemberi hibah itu dilakukan atas kehendak Muhammad Zed Hedrah 
sendiri semasa masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum, sedang 
hukum waris hanya berlaku karena kematian. 
Hibah harus memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-
Undang Hukum perdata bahwa: “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan 
mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa 
dapat ditariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima 
penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara 
orang-orang yang masih hidup”. 
Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan 
kepada siapa saja yang menghendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif 
menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah tanpa ada paksaan 
dari pihak manapun. Sesuai asas hukum yang berlaku maka pemberi hibah hanya 
dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan ia cakap 
untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-
Undang Perkawinan bahwa “Jika harta yang dihibahkan menyangkut harta 
bersama atau harta gono gini maka pemberian hibah yang bersangkutan harus 
disetujui oleh istri atau suami dari pihak yang menghibahkan”.  
Pada prinsipnya dalam pemberian hibah antara orang tua ke salah satu 
anaknya tidak diperlukan adanya persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan 
hibah tersebut. Karena orang tua bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa 
apapun juga terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah kepada 
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salah satu anaknya. Namun dalam pemberian hibah oleh BPN dipersepsikan sama 
dengan masalah perwarisan dan masalah lainnya. Dalam pemberian hibah jika 
salah satu anaknya yang tidak mendapatkan hibah, tidak memberikan persetujuan 
berupa tandatangan maka hibah tersebut batal dan tidak bisa di daftarkan di BPN.
7
 
Persyaratan pendaftaran peralihan hak hibah mengharuskan adanya persetujuan 
anak yang tidak menerima hibah tidak ada dasar hukum atau surat keputusan (SK) 
yang jelas, hal ini di berlakukan karna persepsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
hibah sama dengan warisan. 
Untuk mencegah tuntutan dari anak lain yang tidak menerima hibah dari 
orang tuanya dikemudian hari, dalam praktek selalu disyaratkan adanya surat 
persetujuan dari anak-anak kandung yang tidak mendapatkan hibah. Dengan 
demikian, pemberi hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris 
dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Ketidaksetujuan anak bisa terjadi 
karena kekhawatiran berkurangnya harta warisan yang akan mereka dapatkan atau 
bisa jadi karena anak-anak yang tidak mendapatkan hibah kurang senang kepada 
penerima hibah, segala hal yang bisa saja menjadi alasan pembenar. Dalam hal 
kebebasan selalu dibatasi dengan pihak lain, diakomodasi dengan baik oleh 
undang-undang tetap menghormati hak pemilik harta untuk berbagi, tanpa 
merugikan hak para ahli waris.  
Pada prinsipnya dalam pemberian hibah antara orang tua ke salah satu 
anaknya tidak diperlukan adanya persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan 
hibah tersebut. Karena orang tua bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa 
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apapun juga terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah kepada 
salah satu anaknya. Namun dalam pemberian hibah oleh BPN dipersepsikan sama 
dengan masalah perwarisan dan masalah lainnya. Dalam pemberian hibah jika 
salah satu anaknya yang tidak mendapatkan hibah, tidak memberikan persetujuan 
berupa tandatangan maka hibah tersebut batal dan tidak bisa di daftarkan di Badan 
Pertanahan Nasional (BPN).
8
 Persyaratan pendaftaran peralihan hak hibah 
mengharuskan adanya persetujuan anak yang tidak menerima hibah tidak ada 
dasar hukum atau surat keputusan (SK) yang jelas, hal ini di berlakukan karna 
persepsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) hibah sama dengan warisan. 
Untuk mencegah tuntutan dari anak lain yang tidak menerima hibah dari 
orang tuanya dikemudian hari, dalam praktek selalu disyaratkan adanya surat 
persetujuan dari anak-anak kandung yang tidak mendapatkan hibah. Dengan 
demikian, pemberi hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris 
dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Ketidaksetujuan anak bisa terjadi 
karena kekhawatiran berkurangnya harta warisan yang akan mereka dapatkan atau 
bisa jadi karena anak-anak yang tidak mendapatkan hibah kurang senang kepada 
penerima hibah, segala hal yang bisa saja menjadi alasan pembenar. Dalam hal 
kebebasan selalu dibatasi dengan pihak lain, diakomodasi dengan baik oleh 
undang-undang tetap menghormati hak pemilik harta untuk berbagi, tanpa 










Akibat Hukumnya Pelaksanaan Hibah Tanpa Persetujuan Anak Lain  
Dalam pendaftaran hibah harus ada persetujuan anak kandung lain yang 
tidak mendapatkan hibah, jika tidak ada persetujuan dari anak lain maka hibah 
tersebut tidak bisa di daftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
Karena persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan hibah sangatlah diperlukan 
agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.Namun kebebasan selalu dibatasi 
dengan pihak lain. Di dalam harta pemberian hibah, terdapat hak bagian mutlak 
(legitieme portie)anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi oleh Undang-
Undang. Dalam Pasal 913 KUHPerdata bahwa: 
“Legitieme Portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah 
bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam 
garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang 
meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah 
antara orang-orang yang hidup, maupun sebagai wasiat”.  
 
Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk anak kandung juga 
dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 (satuper tiga) harta. Jadi jika memang hibah 
melanggar hak anak kandung yang lain yang tidak mendapatkan hibah dari 
pemberian orang tuannya, maka anak yang tidak mendapatkan hibah tersebut 
dapat mengugat pemberian hibah. Namun jika anak yang tidak dapat mendapatkan 
hibah tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan. Dalam Kitab 
Undang-Undang hukum Perdata terdapat golongan ahli waris yang dengan dasar 
golongan itu, menentukan seberapa besar hak mutlak mereka.
9
 
Dalam kasus di atas bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta mengenai 
hibah telah sesuai dengan peraturan yang ada. Bahwa yang dimana sebelum  
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Muhammad Zed sebelum meninggal telah sakit fisik akan tetapi masih bisa diajak 
berkomunikasi dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Muhammad 
Zed Hedrah pada hari itu dengan membubuhkan cap ibu jari tangan kiri (oleh pada 
waktu itu menderita sakit dan tidak mungkin untuk membubuhkan tanda tangan) 
untuk dirinya sendiri selaku pemberi hibah/Pihak Pertama dan membubuhkan cap 
jari tangan kiri Muhammad Zed Hedrah yang bertindak untuk dan atas nama 
anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Silvia selaku Penerima hibah/Pihak 
kedua dan dilakukan di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT).  
Menurut penjelasan Notaris Sri Wahyuni, SH yang juga menjadi turut 
tergugat memaparkan dalam pokok perkara yang dimana Silvia adalah anak 
kandung dari Muhammad Zed Hedrah dan telah diakui secara hukum mempunyai 
kedudukan sebagai anak sah, dan bahwa hibah yang dilakukan dengan Akta 
Nomor 102/Pasar Kliwon/2005 tanggal 19 Juli 2005 di hadapan Notaris dan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak memerlukan persetujuan dari ahli 
waris oleh karena pemberi hibah itu dilakukan atas kehendak Muhammad Zed 
Hedrah sendiri semasa masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum, 




Pertama, dasar yuridis perlunya persetujuan anak lain dalam pemberian 
hibah di BPN khususnya di BPN Surakarta, dimana hibah harus memenuhi apa 
yang sudah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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bahwa: “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah 
menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat ditariknya kembali, 
untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-
undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”. 
Dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa 
“Penghibah hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada 
saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum 
ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada”.  
Pada prinsipnya dalam pemberian hibah antara orang tua ke salah satu 
anaknya tidak diperlukan adanya persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan 
hibah tersebut. Karena orang tua bebas untuk melakukan perbuatan hokum berupa 
apapun juga terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah kepada 
salah satu anaknya. Namun pemberian hibah dapat berkaitan dengan masalah 
perwarisan dan masalah lainnya. Dalam pemberian hibah jika salah satu anaknya 
yang tidak mendapatkan hibah, tidak memberikan persetujuan berupa tandatangan 
maka hibah tersebut batal dan tidak bisa di daftarkan di Badan Pertanahan 
Nasional (BPN). Persyaratan pendaftaran peralihan hak hibah mengharuskan 
adanya persetujuan anak yang tidak menerima hibah tidak ada dasar hukum atau 
surat keputusan (SK) yang jelas, hal ini di berlakukan karna persepsi Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) hibah sama dengan warisan. 
Untuk mencegah tuntutan dari anak lain yang tidak menerima hibah dari 
orangtuanya di kemudian hari, dalam praktek selalu disyaratkan adanya surat 
persetujuan dari anak-anak kandung yang tidak mendapatkan hibah. Dengan 
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demikian, pemberi hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris 
dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Ketidaksetujuan anak bisa terjadi 
karena kekhawatiran berkurangnya harta warisan yang akan mereka dapatkan atau 
bisa jadi karena anak-anak yang tidak mendapatkan hibah kurang senang kepada 
penerima hibah, segala hal yang bisa saja menjadi alasan pembenar. Dalam hal 
kebebasan selalu dibatasi dengan pihak lain, diakomodasi dengan baik oleh 
undang-undang tetap menghormati hak pemilik harta untuk berbagi, tanpa 
merugikan hak para ahli waris. 
Kedua, adapun kibat hukumnya seandainya hibah tetap dilaksanakan tanpa 
persetujuan anak lain yang tidak menerima hibah. Dalam pendaftaran hibah harus 
ada persetujuan anak kandung lain yang tidak mendapatkan hibah, jika tidak ada 
persetujuan dari anak lain maka hibah tersebut tidak bisa didaftarkan di Kantor 
Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena persetujuan anak lain yang tidak 
mendapatkan hibah sangatlah diperlukan agar tidak ada permasalahan di 
kemudian hari. Namun kebebasan selalu dibatasi dengan pihak lain. Di dalam 
harta pemberian hibah, terdapat hak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai 
ahli warisnya dan hak ini dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 913 
KUHPerdata bahwa “Legitieme Portie atau bagian warisan menurut undang-
undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris 
dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang 
meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara 
orang-orang yang hidup, maupun sebagai wasiat”.  
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Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk anak kandung juga 
dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 (sepertiga) harta. Jadi jika memang hibah 
melanggar hak anak kandung yang lain yang tidak mendapatkan hibah dari 
pemberian orang tuannya, maka anak yang tidak mendapatkan hibah tersebut 
dapat mengugat pemberian hibah. Namun jika anak yang tidak dapat mendapatkan 
hibah tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan. Dalam Kitab 
Undang-Undang hukum Perdata terdapat golongan ahli waris yang dengan dasar 




Pertama, Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pencatat peralihan 
hak menghapuskan persyaratan yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
yang mensyaratkan adanya persetujuan anak lain dalam pemberian hibah antara 
orang tua kepada salah satu anaknya, jika anak lain tidak memberikan persetujuan 
berupa bukti tandatangan tidak akan mempengaruhi proses pemberian hibah 
antara orang tua kandung dengan salah satu anaknya karena harta hibah adalah 
milik pribadi pemberi hibah bukan warisan. 
Kedua, Dengan adanya persetujuan anak lain yang tidak mendapatkan 
hibah dapat merugikan orang tua dan salah satu anaknya yang mendapatkan hibah 
dan orang tua tidak bisa leluasa memberikan hibah kepada salah satu anaknya, 
karena dalam pendaftaran hibah diperlukan adanya persetujuan anak lain yang 
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